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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Analisis Hukum Islam
Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Prasung Kecamatan
Buduran Kabupaten Sidoarjo)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan
masalah yaitu: bagaimana praktek jasa penggilingan padi di desa Prasung kecamatan
Buduran kabupaten Sidoarjo? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek
jasa penggilingan padi di desa Prasung kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo?

Data penelitian ini di peroleh dari petani dan pemilik penggiling padi Prasung
Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menjadi subyek penelitian. Adapun
teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, inferview, dan studi
dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan metode induktif yaitu menggambarkan atau menjelaskan dan menilai
data yang terkait atau yang berhubungan dengan praktek jasa penggilingan padi
kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan metode
deduktif

Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa dalam praktek jasa penggilingan padi
di desa Prasung kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan
menggunakan akad upah (ujrak), pembayaran upah penggiling padi dilakukan setelah
melakukakan pekerjaan yang berlangsung, namun dalam prakteknya ada
pengambilan manfaat dari pekerjaannya yang memungkinkan adanya ketidakrelaan
petani. Hal tersebut tidak diperbolehkan. Bahkan dalam praktek jasa penggilingan
padi boleh dilakukan dengan pengambilan upah ongkos jasa penggilingan dan
tepung. Karena menjadi adat kebiasaan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan
manusia, sehingga dalam hukum Islam diperbolehkan karena dalam praktek tersebut
tidak keluar dari syarat-syarat dan rukun ujrah dalam Islam.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, dapat penulis sarankan antara pemilik padi
dan penggiling padi harusnya memenuhi kesepakatan yang telah disepakati agar
tidak terjadi ketidak ikhlasan kepada salah satu pihak yang dirugikan. Selain itu
diharapkan bagi masyarakat desa Prasung khususnya yang melakukan praktek jasa
penggilingan padi agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang upah menurut
hukum Islam, terutama rukun dan syarat-syaratnya schingga praktek jasa
penggilingan tersebut menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan syara’.
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dan (3) menir, merupakan bagian beras yang hancur dan dedek (limbah) bisa
dimanfaatkan sebagai makanan ternak dan bahan bakar.

Pemanfaatan hasil samping tersebut masih terbatas, bahkan kadang-
kadang menjadi limbah dan mencemari lingkungan terutama di sentra
produksi padi saat panen musim penghujan. Hasil samping tersebut
sebenarnya mempunyai nilai guna dan ekonomi yang baik apabila ditangani
dengan benar sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dalam sistem
agroindustri padi di pedesaan.

Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama
lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, karena itu merupakan fitrah
untuk saling membantu dan bekerja sama, saling tolong-menolong sangat
dibutuhkan yaitu tolong menolong yang baik yang bersifat saling
menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak yang lain.

Ketentuan-ketentuan hukum bagi umat Islam pada dasarnya
disyariatkan Allah untuk mengatur tata kehidupan didunia, baik dalam
masalah-masalah keagamaan maupun kemasyarakatan. Dengan mengikuti
ketentuan-ketentuan hukum, mereka akan memperoleh ketentraman dan
kenyamanan serta kebahagiaan dalam hidupnya.

Dalam menjaga hak masing-masing dan kemaslahatan umum, Islam

memberikan petunjuk dan peraturan yang berhubungan dengan kepentingan



1.

umum. Sebab dengan teraturnya Muamalah, maka kehidupan manusia
menjadi terjamin dan segala pertengkaran dapat dihindarkan.

Dalam kitab, “A/-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyali’, al-Fikri
menjelaskan bahwa Muamalah dibagi dua bagian sebagai berikut:?
Al-Muamalah al-madiysh adalah muamalah yang mengkaji objeknya
sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah adalah
muamalah bersifat kebendaan karena objek figh muamalah adalah benda
yang halal, haram dan syubhat untuk dijualbelikan, benda-benda yang
memadharatkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi

manusia, serta segi-segi yang lainnya.

2. Al-Muamalah al-adabiyah ialah muamalah yang ditinjau dari segi cara

tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang

unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban, misalnya jujur, hasud,
dengki, dan dendam.

Muamalah madiyah yang dimaksud pendapat al-Fikri jalah aturan-

aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Muamalah madiyah yaitu berkaitan

dengan : jual beli (a/-bai’ al-tijarah), gadai (a/-rahn), jaminan dan tanggungan

(kafalah dan daman), pemindahan hutang (hiwalah), pailit (taflis), batasan

2 Ibid, 4.



bertindak (al-kajru), perseroan atau perkongsian (al-syirkah), penanaman
modal (a/-mudharabak), upah (ujrah al-‘amal), dan lain-lain.>

Dilihat dari segi subjeknya Muamalah a/-adabiyah ialah aturan-
aturan Allah yang wajib diikuti. Menurut Syafei dan Suhendi adalah jjzb dan
qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan
kewajiban, kejujuran pedagang penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala
sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan

peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.*

Lafal al-Jjarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau
imbalan. A/-Jjarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam
memenuhi kehidupan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual

jasa perhotelan dan lain-lain°.

Berdasarkan definisi menurut para fuqoha’ jjarah adalah mengambil
manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau menukar sesuatu

dengan ada imbalannya.®

? Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah, (Surabaya : Vira Jaya Multi, 2009),8.

*1bid, 1.

> Sayyid sabiq, Figh Sunnah, penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki, Fikih Sunnah 13 (Bandung, Al
Maarif : 1987), 7

® Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2002), 116.



Diriwayatkan dalam al-Qur’an dan hadis dengan tegas tentang jjarah

yaitu :

1) QS. al-Ma’idah Ayat 2 yang berbunyi :

O34l 33T Jo 155505 N5 06330015 50T Je 145505

Artinya : “Tolong-menolonglah kamu dalam mengeerjakan kebaikan
dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan
pelanggaran”. (QS. al-Ma’idah : 2)’.

2), Tentang waktu pemberian upah juga di terangkan di’ dalam

hadis yang Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi saw

bersabda :
.5 2% 103 s, o1 g o]~ - A as Fs of o<
Sad Of ?‘}exﬂ,jaﬁlz‘;l.ujwép&lgjng]bﬁoﬁy
G

Artinya : dari Abdillah bin Umar berkata, bersabda Rasulullah SAW :
“berikanlah upah atas jasa sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)®

" Depag RI. Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: CV. Atlas, 2000),106.
® Abi Muhammad Bin Yazid Al-Qazwani, Suzaz Jbnu Majjah Bab ljarah, (Beirut : Dar-Al Fikr, 1434
H/1995 M), 20.



Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut
dengan mujir orang menyewa disebut musta’ir, benda yang disewakan
disebut dengan ma’jur dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat
barang disebut dengan gjarah atau ujrah (upah)’ Apabila akad sewa
diputuskan, penyewa sudah memiliki hak atas manfaat dan pihak yang
menyewakan berhak mengambil kompensasi sebab sewa adalah akad

mu’awadhah (timbal balik).'®

Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan sesuatu itu tetap
utuh, maka boleh disewakan untuk mendapatkan upahnya, selama tidak
didapati larangan dari syasi’at. Dipersyaratkan sesuatu yang disewakan itu
harus jelas dan upahnya pun jelas, demikian pula jangka waktunya dan jenis

pekerjaannya. Allah SWT berfirman ketika menceritakan perihal rekan Nabi

Musa as:

P ., -2 £ i-’/ o, - /’__"" o - éef,‘ é v - :
Mdfbdi&‘w&ldbi%@'d‘wlbld
T 2~ 4,595) é"’/ &’ > f’bz /9/""9 .’ée -
ZLle 3al o) a)l Gy doee e Nie CX1 e

® Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta : Sinar Grafika,
1994), 52.
'* Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid 4 (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004), 203.



Artinya :“Berkatalah dia (Syu’aib), Sesungguhnya aku bermaksud
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar
bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan

se;;ulluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan) darimu.” (QS al-Qashash:
27)".

Kini pengusaha giling padi mempunyai cara untuk menggaet
konsumen yang jauh dari tempat penggilingan padi. Mereka membeli mesin
mobil diesel dan membuatnya menjadi sebuah penggiling padi keliling yang
dapat beroperasi dari desa ke desa. Petani kini tak lagi mengeluarkan biaya
sewa angkutan untuk mengangkut hasil panennya ke tempat penggilingan

padi namun dapat menggilingkan padinya di depan rumah mereka'?.

Pembayaran penggilingan padi berbeda-beda. Ada yang menggunakan
cara upah sekaligus limbahnya (tepung) dan ada pula yang mengambil
uangnya ataupun dengan mengambil limbahnya saja. Dalam konteks ini di
Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo pembayaran gilingan

padi dengan cara mengambil upah sekaligus limbahnya.

Deskripsi permasalahan di atas dan adanya perbedaan pendapat di
kalangan para ulama, membuat penulis tergerak untuk mengadakan kajian
yang lebih mendalam, dan menyeluruh schingga akan didapatkan hukum

yang lebih jelas. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis membuat judul

! Departemen Agama RI. A/-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: CV. Atlas, 2000), 388.
Y www.twitxr.com/vetamandra/updates/202712



kajian “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi

(Studi Kasus di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)”,



B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Cara pemanfaatan hasil Penggilingan Padi.

2. Faktor-faktor yang melatar belakangi Jasa Penggilingan Padi di Desa
Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

3. Pendapat tokoh setempat tentang hasil jasa penggilingan padi di Desa
Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

4. Praktek jasa penggilingan padi keliling di Desa Prasung Kecamatan
Buduran Kabupaten Sidoarjo.

5. Argumentasi atau alasan pemilik padi dan pemilik penggiling padi di
Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

6. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jasa penggilingan padi di Desa
Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Dari masalah-masalah yang telah diidentifikasikan diatas, maka
masalah yang akan dibahas dalam studi ini terbatas hanya pada permasalahan
tentang praktek jasa penggilingan padi keliling di Desa Prasung Kecamatan
Buduran Kabupaten Sidoarjo dan analisis hukum Islam terhadap praktek

penggilingan padi di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, agar permasalahan
dalam pembahasan ini lebih praktis, maka penulis merumuskannya dalam
bentuk pertanyaan sebagai berikut :
1. Bagaimana praktek jasa penggilingan padi keliling di Desa Prasung
Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek jasa penggilingan padi

di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau
penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang diteliti, schingga
terlihat jelas bahwa kajian yang sudah dilakukan ini tidak merupakan
pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.
Penelitian yang membahas tentang penggilingan padi yaitu : Septin
Lilis Suryani, membahas tentang bagi hasil dalam skripsinya yang berjudul
“Tinjavan Akad Syirkah Terhadap Penanaman Modal Dan Bagi Hasil Usaha

Penggilingan Padi Di Desa Krecek Kabupaten Kediri”, intinya, skripsi
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tersebut membahas tentang bagi hasil penggilingan padi yang merupakan
milik bersama atau perusahaan dengan modal kuat'’.

Dari permasalahan yang mereka angkat jelas sekali bahwa skripsi
yang ditulis saudara Septin Lilis Suryani berbeda fokus kajiannya dengan apa
yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Dalam penelitian ini dengan judul
“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi ( Studi
Kasus di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)” Penulis
lebih menfokuskan pada praktek jasa penggilingan padi dan analisis hukum

Islam terhadap praktek jasa penggilingan padi.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan diatas, maka perlu dijabarkan tujuan

penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jasa penggilingan padi keliling di Desa
Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

2. Menganalisis tentang praktek jasa penggilingan padi di Desa Prasung

Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

13 Septin Lilis Suryani, Tinjauan Akad Syirkah Terhadsp Penanaman Modal Dan Bagi Hasil Usaha
Penggilingan Padi Di Desa Krecek Kabupaten Kediri, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
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F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagai umumnya suatu karya ilmiah yang memiliki nilai guna

penelitian ini penulis mengharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Kegunaan teoritis, bisa dijadikan bahan kajian dan perkembangan
ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang
berkaitan dengan praktek jasa penggilingan padi, dan sekaligus
dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan praktis, bahwa penelitian ini diharapkan dapat
berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi
mengenai analisis hukum Islam terhadap praktek jasa

penggilingan padi di Desa Prasung Buduran Sidoarjo.

G. Definisi Operasional
Sebelum penulis membahas lebih jauh perihal upaya dalam pencarian
kebenaran secara hukum Islam tentang praktek jasa penggilingan padi, dan
juga dengan tujuan agar tidak tejadi kesalahfahaman dalam mencerna istilah-
istilah pokok yang dipakai oleh penulis, maka penulis menjelaskan atau
memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok yang nantinya berfungsi
sebagai landasan operasional dalam penulisan skripsi ini, yang tentunya

terkait dengan judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap
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Praktek Jasa Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Prasung Kecamatan
Buduran Kabupaten Sidoarjo) ”.

1. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan / prestasi
yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan
konsumen.'*

2. Penggilingan padi adalah alat atau mesin untuk menggiling padi

menjadi beras.'’

H. Metode Penelitian
1. Subyek Penelitian
Subyek penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam proses

transaksi antara pak Syaifuddin sebagai petani (musta ’jir) dan pak Ali
Suwoto sebagai penggiling (mwji) yang ada di Desa Prasung
Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

2. Data Yang Dikumpulkan
a. Adat kebiasaan praktek jasa penggilingan padi di Desa Prasung

Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

b. Tata cara pelaksanaan upah penggilingan padi di Desa Prasung

Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

!4 Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta : Balai Pustaka,
2002), 114.
* Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru Cet. I, (Surabaya : Amelia, 2003), 159.
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c. Data tentang ketentuan hukum Islam terhadap praktek jasa
penggilingan padi di Desa Prasung Kecamatan Buduran
Kabupaten Sidoarjo yang termasuk dalam pembahasan tentang
upah (ujrah).

3. Sumber Data
a. Sumber data primer
Sumber data yang berfungsi sebagai sumber asli, data
ini diperoleh dari pemilik padi (petani) dan pemilik
penggilingan padi.
b. Sumber data sekunder
Sumber data yang melengkapi atau mendukung dari
data primer berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan
pokok permasalahan sebagai berikut :
1) Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta : PT, Raja
Grafindo Persada, 2008).
2) Ismail Nawawi, Figh Muamalah, (Surabaya : Vira Jaya
Multi Press,2009).
3) Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi k. Lubis, Hukum
Perjanjian Dalam Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 1994).
4) Wahbah Zuhaili, Figih Imam Syafi’l Jilid 2, (Jakarta :

Almahira, 2010).
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5) Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid 4, (Jakarta : Pena
Pundi Aksara, 2004).

6) Gufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual,
(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan
oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik yang
digunakan oleh peneliti untuk menggali data dari lapangan adalah
wawancara (interview) dengan beberapa subyek penelitian serta studi
dokumentasi terkait dengan masalah yang akan diteliti.

a. Observasi
Pengamatan terhadap pihak petani dan pencatatan
terhadap pemilik penggilingan dengan sistematik masalah-
masalah yang diselidiki yaitu proses praktek jasa penggilingan
padi dan argumentasi atau alasan yang melatar belakangi
dilakukannya adanya praktek jasa penggilingan padi.
b. Wawancara (interview)
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara,
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' wawancara dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan

pihak-pihak pemilik padi dan pemilik penggilingan padi'’.

c. Studi Dokumentasi

Memperoleh data dengan cara mengambil arsip-arsip
yang ada di Balai Desa Prasung Kecamatan Buduran
Kabupaten Sidoarjo dengan bapak Syafi’i selaku Kepala Desa

Prasung.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dapat dikumpulkan, selanjutnya
penulis akan melakukan pengolahan data dengan melalui langkah-

langkah sebagai berikut:

a. Editing yaitu pemeriksaan kembali data secara cermat dari segi
kesesuaian, kesclarasan, kelengkapan, mencari relevansi dan
keseragaman dengan permasalahan.

b. Organizing yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh
sedemikian rupa schingga menghasilkan bahan untuk menyusun

laporan skripsi dengan baik.

' Suharsimi Arikunto, Prosedur Penclitian Svatu Pendekatan Praktis, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,
2006), 155.

7 Ali Suwoto, wawancara, 10 Januari 2011
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C. Analizing yaitu memberikan analisa sebagai dasar penarikan suatu
kesimpulan.
6. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (fie/d reseach)
yaitu penelitian tentang praktek jasa penggilingan padi di Desa
Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Peneliti akan menggunakan metode content analysis’® dalam
menganalisi data, yakni memilah-milah dan memilih data-data yang

selaras dengan obyek penelitian.

I. Sistematika pembahasan
Agar penulisan skripsi ini lebih mendapatkan gambaran yang jelas
dan mengarah pada tujuan pembahasan, maka skripsi ini penulis membagi

menjadi lima bab bagian yaitu :

BAB I Bab tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan diakhiri

dengan sistematika pembahasan.

18 Noeng Moehadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif; cet. Ke-3, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996),
85.



BAB II

BAB I

BABIV

BABV
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Bab tentang kerangka teori, yang mengemukakan landasan
teori tentang Akad yang terdiri dari pengertian, pembentukan,
Syarat-syarat, macam-macam akad, pembagian dan sifat akad,
serta berakhimya akad, kemudian membahas tentang Ujrah
yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun, syarat-syarat
sahnya, macam-macam, bentuk-bentuk, dan pelaksanaan

Ujrah.

Bab tentang laporan hasil penelitian yang dilakukan di

lapangan tentang praktek jasa penggilingan padi.

Bab tentang analisis hukum Islatm praktek jasa penggiiingan
B J 2

padi.

Merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang memuat penutup,

terdiri dari kesimpulan dasn saran.



BABII
KONSEP AKAD DAN UJRAH MENURUT HUKUM ISLAM
A. Konsep Akad

1. Pengertian Akad

Akad il adalah perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Perwalian

fjab (pernyataan melakukan ikatan) dan gabal (pernyataan menerima
ikatan).'Menurut istilah akad adalah suatu perikatan antara fjab dan gabil
dengan cara yang dibenarkan oleh syara’ yang menetapkan adaﬁya akibat-
akibat hukum pada objeknya. Jjzb adalah pernyataan pihak pertama
mengenai isi perikataw yang diinginkan, sedangkan gaddl adaiah pernyataan
pihak kedua untuk menerimanya.?

ljab dan gabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan
adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua
pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua
pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing

secara timbal balik.

' M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
2003), 101.

? Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (hukum perdata islam), (Jogjakarta : UII Press,
2000), 65.

19
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2. Pembentukan Akad
a. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah 2 dan
gabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang
menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab
keberadaannya sudah pasti.

Menurut Mazhab Hanafi rukun yang terdapat dalam akad hanya
satu, yaitu serah terima (jfab gabul), yang lainnya merupakan derivasi
dari pengucapan (Sighaf), berarti Sighat tidak akan ada jika tidak
terdapat dua pihak yang bertransaksi (agid) dan obyek yang
ditransaksikan (ma ‘qud ‘alaih). Berbeda dengan pendapat mayoritas atau
jumhur ulama’, rukun akad dijelaskan secara terperinci, yakni terdiri
atas:’

1) ‘Agid(pihak-pihak yang berakad)
2) Ma‘qud ‘alaih (obyek akad)
3)Shighat (Ungkapan) adalah ijab gabul

4) Maudhu* al‘aqd (tujuan dan maksud pokok mengadakan akad).*

? Ismail Nawawi, Figh Muamalah Hukum Perdata Islam dan Perilaku Ekonomi Islam, (Surabaya :
Pustaka VIV Grafika, 2008), 20
* Hendi Suhendi, Figh Mu’amalah, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 47
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b. Unsur-unsur Akad
Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan

pembentukan adanya akad, yaitu berikut ini:’

1) Shighat Akad
Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang
berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya
tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat dikaetahui dengan
ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Shighat tersebut bisa disebut
ijab dan qabul.

2) Akad dengan Perbuatan
Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan
perbuatan yang menunjukkan saling meridloi, misalnya penjual
memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat
umum terjadi di zaman sekarang.

3) Akad dengan Isyarat
Bagi orang yang mampu berbicara, tidak diperkenankan akad dengan
isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi
mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi

jika tulisannya bagus dianjurkan memakai tulisan. Hal itu dibolehkan

5 Rachmat Syafei, Figh Mu'amalah, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), 46.
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apabila ia cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir ia harus berusaha
untuk tidak menggunakan isyarat.

4) Akad dengan Tulisan
Dibolehkan akad dengan tulisan baik bagi orang yang mampu
berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas,

tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.

3. Syarat-syarat Akad

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas di atas, ada beberapa
macam syarat akad, yaitu:
a) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan
untuk terjadinya akad secara syara’. Jika tidak memenuhi akad tersebut
akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:
1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad
2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan

tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

b) Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan syara’
untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad

tersebut rusak.
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Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama
Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan
dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan,
ada unsur kemadlaratan, syarat-syarat jual beli rusak (fasid)®.

c) Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikian dan
kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang
schingga ia bebas beraktifitas dengan apa yang dimilikinya sesuai
dengan aturan syara’. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang
dalam bertasyarruf sesuai dengan ketetapan syara’, baik secara asli
(dilakukan oleh dirinya) maupun sebagai pengganti (menjadi wakil

seseorang).

4. Macam-Macam Akad
Menurut ulama Fiqih, akad dapat dibagi dari berbagai segi.
Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara’, maka akad dibagi
dua yaitu :
a. Akad sahih, yaitu akad yang memenuhi syarat dan rukun. Dengan
demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu,

berlaku kepada dua belah pihak.

® Ibid, 64-65
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Ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, membagi lagi

akad sahif ini menjadi dua macam :

1)

2)

Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad
yang dilangsungkan untuk memenuhi rukun dan syarat dan
tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

Akad mauquf yaitu akad yang dilakukan seseorang yang
mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak
memiliki  kekuasaan  untuk melangsungkan  dan

melaksanakannya.

b. Akad yang tidak sahifi, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada

rukun atau syaratnya, schingga akibat hukum tidak berlaku bagi

kedua belah pihak yang melakukan akad itu. kemudian mazhab

Hanafi membagi lagi akad yang tidak sahih itu kepada dua

macam, yaitu akad yang bati/dan akad yang fzsid.

1

2)

Suatu akad dapat dikatakan bafi/, apabila itu tidak memenuhi
salah satu rukun dan larangan langsung dari syara’. Misalnya
objek akad (jual beli) itu tidak jelas seperti menjual ikan
dalam empang (lautan).

Suatu akad dikatakan fasid, apabila suatu akad yang pada

dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.
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Seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahunnya

dan sebagainya.

5. Pembagian dan Sifat Akad
Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat
bergantung pada sudut pandangnya. Diantara bagian akad yang terpenting
adalah berikut ini:
a. Berdasarkan Ketentuan Syara’, dibagi menjadi:’
1) Akad Sahih
Akad $§ahih adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah
ditetapkan oleh syara’.
2) Akad Tidak Sahih
Akad tidak Sahih adalah akad yang tidak memenuhi wnsur dan syaratnya.
Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah.
b. Berdasarkan Penamaannya, dibagi menjadi:®
1) Akad yang telah dinamai syara’, seperti jual beli, Aibah, gadai, dan lain-
lain.
2) Akad yang belum dinamai syara’, tetapi disesuaikan dengan

perkembangan zaman.

" Ibid., 66.
8 bid,, 67.
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c. Berdasarkan Maksud dan Tujuan Akad, dibagi menjadi:’
1) Kepemilikan.
2) Menghilangkan kepemilikan
3) Kemutlakan, yaitu seseorang yang mewakilkan secara mutlak kepada
wakilnya.
4) Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktifitas, seperti
orang gila.
5) Penjagaan.
d. Berdasarkan Zatnya, dibagi menjadi:
1) Benda yang berwujud (a/ “ain).

2) Benda yang tidak berwujud (ghoiru al ‘ain)

6. Berakhimya Suatu Akad
Suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut :'°
a. Berakhir masa berlaku akad itu apabila akad itu mempunyai tenggang
waktu.
b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
¢. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:

1) Akad itu fasid

®Ibid, 67.
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, ............... , 112,
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2) Berlaku khiyar syarat, khiyar ‘ aib
3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
4) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna

d. Wafat salah satu pihak yang berakad.

B. UjrahMenurut Hukum Islam
1. Pengertian Ujrah

Upah dalam Islam masuk bab jjarah sebagaimana perjanjian kerja.
Menurut bahasa Ujrak berarti “upah” atau “ganti”atau imbalan, karena
itu lafadz Ujjrah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas
pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah
karena melakukan sesuatu aktifitas. "’

Dalam istilah bahasa arab A/-jjarah berasal dari kata A/-Ajruyang
berarti A/-‘Iwadhu (ganti). Menurut pengertian syara’ A/l-ljarah ialah
“Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.'?

ljarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam

memenuhi keperluan hidup manusia. Seperti sewa-menyewa, kontrak,

atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain."

! Helmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 29

12 Sayyid sabiq, Figh Sunnah, penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki, fikik sunnah 13 (Bandung, Al
maarif; 1987), 15

13 Nasroen Haroen, Figih Muamalah, (Jakarta : PT. Gaya Media Pratama, 2007), 228.
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Pengertian jjarah secara bahasa :

a. [jarah secara bahasa yaitu upah sewa, jasa atau imbalan. Jjarah secara
istilah yaitu jual beli jasa (upah mengupah) yaitu mengambil manfaat
tenaga manusia, dan juga dapat diartikan sebagai (sewa-menyewa)
yaitu mengambil manfaat dari barang,'*

b. Dan mengupahi menurut syari’at yaitu hadiah atau pemberian
sescorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan
perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui.'’

C. Al-jjarah secara bahasa yaitu suatu jenis akad untuk mengambil
manfaat dengan jalan penggantian (sewa-menyewa), sedangkan jasa
yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut 4jran atau ujrah
(upah).'®

d. Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan
sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai
pembayaran hasil kerja yang sudah dikerjakan !’

Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung. Penyewa

sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan

" Rachmat Syafei, Figih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 122.

Blsmail Nawawi, Figh Muamalah Hukum Perdata Islam dan Perilaku Ekonomi Islam, (Surabaya :
Pustaka VIV Grafika, 2008), 87.

' Sayyid Sabiq, Figh Muamalah 13,.............. , 7.

""Deparetmen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005),
1108.
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berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah mu’awadhah
(penggantian).

Upah (ujrah) tidak bisa di pisahkan dari sewa menyewa (ijarah)

karena memang upah merupakan bagian dari sewa menyewa (fjarah),
jjarah berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian
imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, maka pada garis besarnya
fjarah itu terdiri atas;
Pertama pemberian manfaat dari sesuatu ‘ain seperi rumah, pakaian
dan lain lain, jenis pertama ini mengarah kepada sewa menyewa.
Kedua pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang telah
dilakukan nafs, hal yang kedua ini mengarah pada pengupahan.

Dalam Figh Muamalah pelaksanaan upah masuk dalam bab
fjarah namun jjarah itu sendiri memiliki dua pengertian :

a. Sewa menyewa
b. Upah
Upah (ujral) adalah setiap harta yang diberikan sebagai
kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang
atau barang, yang memiliki nilai harta (maal) yaitu setiap sesuau yang
dapat dimanfaatkan.
Uprah didalam pembahasan skripsi ini adalah menyewa jasa

penggiling padi dengan pengambilan upah atau jasa penggilingan dan
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bekatul yang dibayarkan penyewa atau pengguna jasa kepada pemilik

penggilingan padi.

2. Landasan Ujrah
Pada penjelasan diatas mengenai pengertian yjrah telah
dituangkan secara eksplisit, oleh karena itu yang dijadikan landasan
hukumnya yaitu berdasarkan syarat dan ketentuan yang terdapat pada

Ijarah dikarenakan adanya kesamaan dalam makna dan pengertian.
Ujrah berdasarkan syariat yaitu sesuai dengan al-Qur’an, Hadits

a. Al-Qur’an

Dalam Firman Allah Surat At-Thalagq ayat 6 :

2 A

a:d:'; <4 -4 ’/"‘9) w A - 27, o "2 },6

> 7 Eﬁf Fyt2d P '// & - < 9’/ H :. sf Eid /gé 'y P Qf,’f
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Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (jsteri-isteri yang sudah
ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga
mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu
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untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah
di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui
kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.'®

Dalam Firman Allah Surat Al-Kahfi ayat 77 :

- L & s
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Artinya: "Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai
kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri
itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, Kemudian
keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh,
Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau,
niscaya kamu mengambil upah untuk itu"."®

Dalam Firman Allah Surat Ali Imran ayat 57 :

- G oo A Go z£
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Artinya:"Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka

® Departemen Agama, A/-Qur’an dan Tegjemahannya, (Jakarta : CV. Thoha Putra,1989), 560.
19 1.
Ibid., 303.
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dengan Sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai
orang-orang yang zalim”?°

Upah atau jasa harus dibayarkan sebagaimana yang diisyaratkan
Allah dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 57 yaitu bahwa setiap pekerjaan
orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau jasa. Tidak memenuhi

upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

b. As-Sunnah

Dalam Sabda Rasulullah SAW :
‘;Eﬁlg?—jYll:;iﬁi[:&.}ujﬁﬁgjﬁaiﬁl&&ﬁiéﬁﬁaiﬁlgfgﬁﬁé o

& 3V Tyt B st &% 2 s o st Jus

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda: Allah tidak mengutus
Rasul kecuali sebelumnya ia sebagai pengembala, sahabat bertanya Anda ya
Rasul. Rasul menjawab: Aku mengembala kambing penduduk Mekah dengan
upah beberapa girath”. !

Nabi juga pernah menegaskan tentang pentingnya pengupahan di

dalam hadis yang di riwayatkan oleh muslim

2 Ibid., 58.
! Bukhori, Shahih Al Bukhari Bihasiyat Al Imam Al Sindi(Beirut : Lebanon, Darul Al Kotob Al
Iimiyah,edisi 4, 2008), juz 2, 63
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Dari abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rosulullah saw: “Telah
berfirman Allah ‘Azza Wa Jalla: ada tiga orang yang akan menjadi musuhnya
di Hari Qiyamat: seorang beri (perjanjian) dengan (nama)Ku, kemudian ia
berhiyanat, dan seorang jual seorang merdeka, lalu ia makan harganya, dan
Sescorang yang mengambil seorang pelayan,lalu ia ambil (tenaganya) dengan
cukup tetapi tidak ia bayar gajinya.”

Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi SAW, pernah menyewa seseorang
dari Bani Ad-Diil bernama Abdullah bin Al Uraigqith.

o B G b 3525 ety ol e B0 Lo 2 G B L e 2
o 7 of ,47% g.0.2 ‘.’ ° - 2 .07 1 P 0% PRy (a2 0," ¢
Ll ) WO i a7 5y 12 3h5 G (ols S g & Mo SG3Ts ol
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Artinya "Dari Aisyah istri Nabi SAW ia berkata Rasulullah SAW dan

abu bakar pernah menyewa seseorang dari bani al-Dil padahal orang tersebut
memeluk agama kafir quraish, lalu nabi dan abu bakar memberikan

kendaraanya dan menjanjikan supaya di bawah kepada mereka setelah 3 hari
pada hari selasa di gua tsur”

2 Ibid., 66.
3 bid, 63,
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Dalam Hadis riwayat Nasa’i dan Ahmad dijelaskan bahwa penentuan
upah itu harus ditentukan terlebih dahulu;
.duu‘;,y&l,mlu;u@rt,wrwlngﬁlﬁfz;,ﬁl.x.Mdfu;

() Jaé-l ;Léjbwl!bdo-f}! 5 &)

Artinya :“Sesungguhnya Nabi melarang mempekerjakan buruh
sampai ia menjelaskan besaran upahnya, melarang Lams, najash dan ilqa' al-
hajr". %

Tentang waktu pemberian upah juga di terangkan di dalam hadis

yang Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi saw bersabda :

]

2. 6,2 9% oz 1 ST X TN DA SRS ST SRPR SR 7o -
igp Cad OB 4T pm st clos e e dil a2y 06 ik il

Artinya : “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw:
berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya” (H.R
Ibnu Majah).?®

Al bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi

saw., bersabda:

% Ahmad Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Abhmad, Mesir ;: Dar al-Ma'arif, 1988), no. 11139
® Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibn Majjab, (Beirut : Dar Al Fikr, tt), 709
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Artinya: “Diceritakan dari Musaddad, diceritakan dari Yazid bin
Zuraiin dari Kholid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a berkata : "Bahwasanyya
Rasulullah SAW pernah berbekam kemudian beliau memberikan kepada
tukang tersebut upahnya”,?®

¢. Ijma’ Para Ulama

Menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa upah harus:
1) Berupah harta yang dapat diketahui keberadaanya®’ persyaratan ini

ditetapkan berdasarkan sabda Nabi yang artinya :

B84 8 Y Jabnt b 3 ilos dle o Joo o0 B gt o f 25

Artinya “ Sesungguhnya Nabi melarang mempekerjakan buruh
sampai ia menjelaskan besaran upahnya".?®

2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah seperti menyewa

rumah untuk di tempati dengan upah secara sewa menempati rumah

lainnya atau mengupah suatu pekerjaan yang serupa.

3. Rukun dan Syarat Ujrah

% Imam Bukhari, , Shahih Al Bukhari Bihasiyat Al Imam Al Sindj, (Beirut,Lebanon, Darul Al Kotob
Al Iimiyah,edisi 4;2008), 36

%7 Wahbah Az Zuhaili, Alfighu Al Islami Waadillatubu,(Beirut : Darul fikr, tt) juz 5, hal 3822.

% Ahmad Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Abmad, (Mesir : Dar al-Ma'arif, 1988), no. 11139.
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Rukun jjarah menurut Hanafiyah itu hanya satu, yaitu jjab (ungkapan
menyewakan) dan gabul (persetujuan terhadap sewa-menyewa). Akan tetapi
Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun jjaraf itu ada empat, yaitu %°;

a. Orang yang berakad
b. Sewa atau imbalan, dan
c. Manfaat dan sighat (jjabdan gabil).
Syarat syahnya Jjarah
Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan
berkemampuan, yaitu keedua-duanya berakal dan dapat membedakan.
Jika salah satu yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum bisa
membedakan, maka akad dinyatakan tidak sah.>°
Untuk syah nya jjarah di perlukan syarat sebagai berikut:*!

a) Adanya kerelaan kedua bekah pihak yang melakukan akad. Jika

salah satu pihak ada yang dipaksa maka ijarah tidak sah. Firman Allah

dalam surat An-Nisa’ ayat 29 :

? Nasroen Haroen, Figh Muamalah (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 231.
** Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, (Bandung, Al Maarif,1987), 19.
2 bid,, 20.
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Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di
antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.”( Q.S. : 4 ayat
29)%2

b) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan,
schingga mencegah terjadinya perselisiban. Hendaklah barang yang
menjadi transaksi (akad) dapat di manfaatkan kegunaannya menurut
kriteria, realita dan syara’.

¢) Dapat di serahkannya sesuatu yang di sewakan berikut kegunaannya
(manfaat).

d) Obyek akad itu sesuatu yang halal atau yang tidak diharamkan,ini
berarti bahwa agama tidak memperbolehkan sewa menyewa terhadap

sesuatu perbuatan yang dilarang agama,seperti menyewakan rumah

untuk maksiat.

2 Departemen Agama R1, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta :CV. Thoha Putra,1989),122.
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e) Pemberian Upah atau imbalan harus jelas, yaitu sesuatu yang
bernilai, baik berupa uang maupun jasa yang tidak bertentangan
dengan kebiasaan yang berlaku bernilai (mutagawwim) disini dapat di
ukur dari dua aspek yakni secara syar’idan >urf( adat kebiasaan).

Misalnya menyewa jasa penggiling gandum dengan upah
setengah atau seperempat tepung atau dedeknya. Hal itu didasarkan
pada hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni bahwa Rasulullah
SAW melarang seperti dalam hadis yang artinya:

Ad-Daruquthni dan al-Baihaqi dari hadits Abu Sa’id Al-
Khudri, dia berkata, “Dilarang menyewakan sperma pejantan dan
menyewakan penggilingan tepung dengan upah setakar tepung”.>’

Adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran jasa
penggilingan padi dapat menjadi pedoman masing masing pihak yang
berkepentingan ialah adat kebiasaan suatu desa tertentu bahwa dalam
perjanjian upah setelah selesai pekerjaannya. Maka adat kebiasaan
yang berlaku itu di pandang sebagai syarat yang di adakan pada
waktu perjanjian dilaksanakan demikian pula sebaliknya ketentuan

tersebut berlaku juga bagi perjanjian kerja.

* Alaudin Al-Kasani, Badai’ Ash-Shanai’ i Tartib Asy-Syara’j, (Mesir : Syirkah Al-Mathbu’ah, tt),
Juz 1v, 192.
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Mengenai adat kebiasaan di pandang sebagai syarat itu kaidah

Figh Islam menyatakan:
kg s e Cvasl

Artinya “Adat kebiasaan yang di kenal menurut adat
kebiasaan berkedudukan seperti persyaratan menuriit syara” 3

Dengan adanya syarat di atas maka dapatlah diketahui hikmah
dari jjarah yang cukup besar karena di dalamnya mengandung
manfaat bagi manusia karena perbuatan yang bisa dikerjakan oleh

seseorang belum tentu bisa di kerjakan oleh orang lain.*

4. Macam-Macam Jjarah
Macam-macam ijarah ada 2 macam yitu :

a. Jjarah yang bersifat manfaat (seperti sewa-menyewa rumah,
toko, kendaraan, dan lain-lainnya) dan diharamkan untuk
menyewa benda-benda yang dilarang.

b. Jjarah yang bersifat pekerjaan yaitu dengan memperkerjakan
seorang untuk melakukan sesuatu pekerja, /jarah semacam ini

diperbolehkan seperti buruh bangunan, pekerjaan di pabrik dan

* Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, [jarah, Dan Syirkah(Bandung, Al maarif,
1987), 28. '
35 Ali Ahmad Al Jurjawi, Terjemah Falsafah Dan Hukum Islam(Semarang : Asy Sifa’, 1992), 397.
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lain-lain (merupakan jjarak yang bersifat serikat). ljarah yang
bersifat pribadi juga dibenarkan seperti mengaji, pembantu

rumah tangga.’®

5. Bentuk-bentuk Ujrah
Upah atau ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua :

a) Upah yang telah disebutkan (Ajrun Musamma) itu syaratnya ketika
disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang
bertransaksi.

b) Upah yang sepadan (Ajrun Misli) adalah upah yang sepadan dengan '
kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad
fjarahnyatelah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Upah Misli ditentukan dengan dua hal:

1. Adanya manfaat yang sepadan (adil) dalam hal yang disewa

2. Adanya waktu dan tempat sewa menyewa, karena sewa menyewa
dapat berubah dengan adanya pekerjaan, waktu dan tempat
(penolakan dari pihak yang memilih dalam hal sewa yang rusak) ,
sedangkan ketika persewaan pekerja terjadi kegagalan (rusak), maka

seorang pekerja berhak mendapatkan upah sesuai dengan apa yang

* M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 236.
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sudah ia kerjakan dengan upah yang diketahui antara orang yang
bersangkutan (orang yang menyewa dan pekerja yang disewa).
Hak Menerima Upah
Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Figh Sunnah di jelaskan bahwa
orang yang menyewakan (Mu’ajjir) berhak menerima upahnya ketika :*’
1) Selesai bekerja, maksudnya adalah ketika pekerjaan yang diterima oleh
mu’gjjir telah selesai dilaksanakan maka muw ’ajjir berhak untuk menerima
upahnya, hal ini berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu

Majah, bahwasanya Nabi saw. Bersabda ;
e S 81 43 g 1 St o ol o 0 0523 36 522 1 o2

Artinya : “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda
Rasulullah saw: berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum
kering keringatnya.” (H.R Ibnu Majah).*®

2) Mengalirnya manfaat, jika jjarah untuk barang
Apabila terdapat kerusakan pada ‘ain (barang) sebelum
dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, jjarah
menjadi batal.
3) Memungkinkan mengalimya manfaat jika masanya berlangsung, ia
mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi

keseluruhanya.

*" Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, penetjemah; Kamaluddin A. Marzuki (bandung, al maarif,1987), 21.
3 Abi Abdillah Muhammad Tbn Yazid, Sunan Ibn Majjah, (Beirut, Dar Al Fikr, tt), 709.
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4) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah

pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.

6. Pelaksanaan Ujrah

Selanjutnya seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian ujrah,
maka ketentuan-ketentuan yang berlaku didalamnya akan dikaitkan dengan
ijarah. Hukum dasar jjarah adalah bahwa kontrak itu harus dilaksanakan. Bila
tidak ada keterangan sebagaimana pelaksanaan kontrak itu, atau tidak
dicantumkan kapan kontrak itu dimulai saat itu.

1) Pembayaran Upah

Jika jjarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya
pada waktu berakhimya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain. Jika akad
sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada
ketentuan penangguhannya. Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan
upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut
Imam Syafi’i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak atas akad itu sendiri, jika
Mu’jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta’jir, Ia berhak
menerima bayarannya, karena penyewa (Mustajir) sudah menerima

kegunaan.*

* Hendi Suhendi, Figh Mu’amalah, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 121.
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Tidak ada alasan untuk tidak membayar upah apabila pekerjaan yang
ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakannya. Bahkan dalam salah
satu hadis qudsi orang yang tidak mau membayar upah dinyatakan sebagai

musuh Allah sebagaimana dalam hadis berikut:
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Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga
yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku
kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia
memakan hasil penjualannya 3. Orang yang mempekerjakan oran§ lain yang
diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya.*’

Hadis ini menjadi dalil bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang
telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Sebagai
pengimbang dari kewajibannya melakukan sesuatu, maka ia mendapatkan

upah sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

* Bukhori, Shahih Al Bukhari Bihasiyat Al Imam Al Sindi, (Beirut : Lebanon, Darul Al Kotob Al
Ilmiyah,edisi 4;2008), juz 2, 66.
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PRAKTEK JASA PENGGILINGAN PADI DI DESA PRASUNG
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Kondisi wilayah
Untuk mengetahui lebih jauh gambaran tentang objek penelitian, berikut

ini akan dipaparkan tentang keadaan desa Prasung Buduran Sidoarjo.

1. Letak Geografis

Desa Prasung adalah merupakan salah satu dari desa di
wilayah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang masuk
Wilayah Propinsi Jawa Timur.
Daerah ini terletak disebelah utara Kecamatan Buduran, sedangkan
jarak Desa Prasung di Ibukota Kabupaten adalah sekitar 3 km.
Wilayah yang membatasi Desa Prasung adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara dibatasi oleh Desa Banjarsari Damarsi Duku

Tengah

b. Sebelah Selatan dibatasi oleh Desa Siwalan Panji Kemiri
c. Sebelah Timur dibatasi oleh Desa Sawohan
d. Sebelah Barat dibatasi oleh Wadung Asin

Desa Prasung mempunyai area tanah seluas 12.625 ha/m2.

Adapun untuk lebih jelas dapat kita lihat dalam data berikut ini.
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Luas wilayah menurut penggunaan di desa Prasung tahun 2010

Luas Permukiman 52.703 ha/m2
Luas Persawahan 142.483 ha/m2
Luas Perkebunan 3.5 ha/m2
Luas Kuburan 1.500  ha/m2
Luas Pekarangan 42.203 ha/m2
Luas Taman 0.003 ha/m2
Luas Perkantoran 2.205 ha/m2

Sumber : Data dari kelurahan desa Prasung

2. Struktur Organisasi Desa Prasung

Secara struktural, Desa Prasung di pimpin oleh seorang kepala

desa yang dipilih secara umum bebas oleh rakyat dalam melaksanakan

tugasnya, seorang kepala desa di bantu oleh beberapa aparat. Susunan

kelembagaan erganisasi desa dapat diketahui sebagal berikut :

a.

b.

C.

Kepala Desa (kades);

Sekertaris Desa (sekdes);

Kepala Urusan Pemerintah;

Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan;
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat;
Kepala Urusan Umum;

Kepala Urusan Keuangan.
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3. Keadaan Ekonomi
Penduduk Desa Prasung untuk tahun lalu 4.242 jiwa,
sedangkan untuk tahun ini berjumlah 4.344 jiwa dengan rincian :
a. Tahun lalu, laki-laki :2.073 jiwa
Perempuan : 2.169 jiwa
b. Tahunini, laki-laki  :2.136 jiwa
Perempuan : 2.208 jiwa
Desa Prasung merupakan desa yang memiliki kesuburan tanah,
Mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Oleh
sebab itu mendorong masyarakat yang bertempat tinggal di daerah
tersebut untuk hidup dengan cara memelihara padi maupun ikan dan

lain-lainnya.

4. Keadaan Sosial Agama
Penduduk Desa Prasung mempunyai beragam agama, tetapi
mayoritas beragama Islam, mereka tidak membedakan agama antara
satu dengan yang lainnya, karena mereka sangat taat dalam
menjalankan agamanya masing-masing dan saling toleransi antar

s€sama.
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Di Desa Prasung tidak ada kegiatan untuk agama selain
agama Islam karena mayoritas penduduk Desa Prasung beragama
Islam. Semisal ceramah-ceramah agama Islam, pengajian rutin,

ORMAS dan lain-lain.

B. Praktek Jasa Penggilingan Padi Di Desa Prasung

1. Latar Belakang Adanya Jasa Penggilingan Padi

Berasal dari desa Prambon Krian, seorang bapak yang bernama Ali
Suwoto memulai usaha jasa penggilingan padi di desanya pada tahun
1995, kemudian tahun 2005 beliau pindah ke desa Prasung Buduran
Sidoarjo bersama dengan istrinya untuk meneruskan usahanya tersebut
dengan modal 1 alat mesin penggiling padi, dari situlah awal adanya
praktek jasa penggilingan padi'.

Meskipun desa Prasung secara geografis terletak di bagian timur
wilayah kabupaten Sidoarjo. Dari kondisi alam tersebut, masyarakatnya
bermata pencaharian yang beraneka ragam. Di antara mata pencaharian
tersebut, sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya dari hasil
mengolah sawah atau bertani. Dari hasil mengolah sawah tersebut, para
petani menghasilkan padi yang dipanen secara periodik (panen).

Masyarakat desa Prasung yang mata pencaharianuya petani

sangatlah terbantu dengan adanya usaha tersebut, dengan jasa

T Ali Suwoto, wawancara, 10 januari 2011
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penggilingan padi keliling tersebut bisa dipastikan tidak ada hasil
pertanian yang terbuang sia-sia, karena banyak sekali manfaat yang bisa
diperoleh dari usaha tersebut. Misalnya: dedak dari limbah padi bisa dijual
kalau bagus, tapi kalau jelek bisa dijadikan makanan binatang ternak.

Setelah para petani memperoleh padi dari sawah yang biasanya
dilakukan setiap kali musim panen tiba, mereka membawa padi-padi
tersebut ke tukang jasa penggilingan yang biasanya berkeliling ke seluruh
desa dari pagi sampai sore. Kemudian tukang penggiling tersebut
menimbang berat padi yang dihasilkan oleh para petani tanpa melalui
proses tawar-menawar harga terlebih dahulu. Tukang penggiling tersebut
mendasarkan penentuan harga terhadap kesepakatan bersama yang sudah
ditawarkan sebelumnya kepada para petani sehingga para petani tidak
mempermasalahkan lagi ketika harga berubah.

Dengan demikian praktek jasa penggilingan padi di Desa Prasung
Kecamatan Buduran adalah sebuah adat baru yang muncul ketika mereka

sendiri membutuhkan.

. Cara Menawarkan Harga Jasa Penggilingan padi
Data dari penelitian yang sudah kami lakukan, bahwasannya 1 sak
atau 50 kilo padi dihargai dengan harga Rp. 8.000; dengan perolehan beras

sebanyak 30 kilo, kemudian dedaknya perkilo dihargai dengan Rp. 2.000;.
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Setelah tukang giling padi memperoleh padi dari beberapa petani, langkah
selanjutnya adalah menawarkan dedak tersebut kepada petani untuk

dibuat makanan ternaknya, sedangkan dedak yang kasar dibuat bahan
bakar?.

3. Cara Menentukan Harga Jasa Penggilingan Padi
Proses penentuan harga jasa penggilingan padi telah ditentukan
pihak penggiling padi (pemilik penggilingan) dan harga tersebut
disamaratakan dengan harga penggiling padi yang lainnya. Hal ini
dilakukan berdasarkan pengetahuan tukang giling padi tentang harga yang

sedang berlaku di pasaran.

Tukang giling padi (pemilik penggilingan) mengalami kerugian
pada saat panen atau gagal panen karena tidak ada petani yang

menggilingkan padi dan harga jasa penggilingan tersebut akan turun.

4. Cara Melakukan Jjab Qabul
Ijab Qabul atau shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari
dua pihak (petani dan tukang giling padi) yang berakad yang menunjukkan
atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu
dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan kebiasaan desa

tersebut.

2 Ali suwoto dan Ahmad Khusaeri, Wawancara, 12 Januari 2011
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Sedangkan akad (ij2b dan gabul) yang terjadi di Desa Prasung
Buduran Sidoarjo dilakukan melalu; ucapan yang dilakukan antara tukang

giling padi dengan petani.

5. Cara pengambilan Pembayaran
Setelah penentuan harga barang (padi) yang telah disepakati oleh
petani dan tukang giling padi, petani langsung membayarkannya pada hari
dan saat itu juga. Akan tetapi, pada saat inilah permasalahan muncul,
yaitu pengambilan 2 upah dari jasa penggilingan padi sekaligus yaitu
berupa uang yang dibayarkan dan pengambilan dedek. Kemudian dijual

kembali kepada para petani atau orang yang menggiling padi.

6. Keuntungan Dan Kerugian
Keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh tukang penggiling
padi yaitu 3;
a. Mendapatkan upah (uang) sebagai jasa penggilingan
b. Mendapatkan tepung yang tidak jelas takarannya dari hasil
penggilingan padi dan bisa dijual kembali kepada petani (penyewa

penggilingan padi).

* Ali suwoto dan Ahmad Khusaeri, Wawancara, 12 Januari 2011
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Adapun kerugian yang dialami petani (penyewa penggiling padi)
yaitu® ;
a. Tepung yang tidak jelas takarannya bisa dimanfaatkan untuk
peternakan harus membeli kepada jasa penggiling padi.
b. Harus membayar dua kali untuk upah jasa penggilingan dan upah

pengambilan tepung.

* Saifuddin, Wawancara, 20 januari 2011,



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JASA
PENGGILINGAN PADI DI DESA PRASUNG KECAMATAN

BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Praktek Jasa Penggilingan Padi Di Desa Prasung Kecamatan Buduran
Kabupaten Sidoarjo

Praktek jasa penggilingan padi di desa prasung telah dijelaskan dalam
Bab III bahwasannya desa prasung masyarakatnya bermata pencaharian yang
beraneka ragam. Di antara mata pencaharian tersebut, sebagian besar
penduduk menggantungkan hidupnya dari hasil mengolah sawah atau bertani.
Dari hasil mengolah sawah tersebut, para petani menghasilkan padi yang
dipanen secara periodik (panen).

Dengan adanya jasa penggilingan padi keliling di desa prasung bisa
dipastikan tidak ada hasil pertanian yang terbuang sia-sia, karena banyak
sekali manfaat yang bisa diperoleh dari usaha tersebut. Misalnya: dedak dari
limbah padi bisa dijual kalau bagus, tapi kalau jelek bisa dijadikan makanan
binatang ternak.

Setelah para petani memperoleh padi dari sawah setiap kali musim
panen tiba, padi-padi dibawa ke tukang jasa penggilingan dan menimbang

berat padi yang dihasilkan oleh para petani tanpa melalui proses tawar-

52
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menawar harga terlebih dahulu. Tukang penggiling tersebut mendasarkan
penentuan harga terhadap kesepakatan bersama yang sudah ditawarkan
sebelumnya kepada para petani schingga para petani tidak
mempermasalahkan lagi ketika harga berubah.

Tata cara praktek jasa penggilingan padi di desa prasung kecamatan
buduran kabupaten sidoarjo pada awal harga ditentukan oleh tukan giling
padi yang disamaratakan dengan harga tukang penggiling padi yang lain.
Oleh karena itu, petani dan tukang giling padi melakukan pembayaran sesuai
dengan akad yang telah disepakati antara keduanya.

Pada saat ini yang menjadi permasalahan antara petani dengan tukang
penggiling padi yaitu tukang penggiling padi mengambil upah (ongkos) dari
jasa penggilingan per 50 kg dihargai dengan harga Rp. 8000; dan tepung hasil
penggilingan diambil pihak penggiling padi dan dijual kembali kepada petani
dengan dihargai Rp. 2000; per/kg yang semestinya menjadi milik petani.

Dengan demikian praktek jasa penggilingan padi di Desa Prasung
Kecamatan Buduran adalah sebuah adat baru yang muncul ketika mereka
sendiri membutuhkan.

. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktck Jasa Penggilingan Padi Di Desa
Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo
Diantara beberapa karakteristik hukum Islam selain elastis dan

fleksibel adalah bersifat dinamis. Hukum Islam terus hidup, dan harus terus
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bergerak dalam perkembangan yang terus menerus. Sejalan dengan hal itu,
eksplorasi permasalahan umat juga semakin banyak dan penuh dengan wama
serta corak yang sama sekali baru. Berbagai kejadian dan peristiwa dalam
masyarakat terus berkembang seakan-akan tidak akan ada habisnya, terutama
dalam bidang muamalah. Untuk itu manusia diberi kebebasan dan tidak ada
keterikatan dalam mengerjakan kebajikan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam
memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap
berbagai bentuk Muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka.
Dengan syarat bahwa bentuk muamalah ini tidak keluar dari prinsip-prinsip
yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT.
Dalan surat An Nisa’ ayat 74 yang berbunyi:
AP SR I 25 g
o 520 Bl sl 7,080 sl &

Artinya :’Karena itu, hendakiah orang yang menukar kehidupan dunia
dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa yang
berperang dijalan Allah, lalv gugur atau memperoleh kemenangan maka
kelak akan kami berikan pahala kepadanya yang besar™’

Setelah penulis mengumpulkan data secbagaimana yang telah
dipaparkan pada bab ITI, penulis akan melakukan analisis dan telaah terhadap

data tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana analisis

! Departemen Agama RI, A/ Qur’an dan Tetjemahnya, (Jakarta : CV. Toha Putra, 1989), 90.
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hukum Islam terhadap praktek jasa penggilingan padi di desa Prasung
kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo. Dimana praktek jasa penggilingan
tersebut tidak terlepas dari tujuan dan maksud antara ma’jur (petani) dengan
mustajir (pemilik penggilingan) melalui syarat dan rukun yang telah
ditentukan oleh hukum Islam.

Menurut pengertian syara’ A/l-fjarah ialah : “Suatu jenis akad untuk
mengambil manfaat dengan jalan penggantian.””

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut Mu’ir (orang yang
menyewakan).

Plhak lain yang memberikan sewa disebut Musta’jir (orang yang
menyewa = penyewa). Dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil
manfaatnya disebut Ma’jur (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai
imbalan manfaat disebut Ajran atau Ujrah (upah).

Untuk mengkaji lebih lanjut tantang analisis hukum Islam Terhadap
praktek jasa penggilingan padi di desa Prasung kecamatan Buduran
kabupaten Sidoarjo ini akan dianalisis melalui beberapa tahapan antara lain

adalah:

1. Akad atau pelaksanaan Jjab dan Qabul

? Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki, Fikih Sunnah 13, (Bandung : Al
Ma’arif, 1988), 15.
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Syarat sah jjarah adalah adanya unsur kerelaan dan unsur suka
sama suka diantara kedua belah pihak yang berakad. Tetapi kerelaan dan
suka sama suka tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan
perkataan.

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan
adanya akad, yaitu berikut ini:*

1) Shighat Akad
Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang
berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang
terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan,
isyarat, dan tulisan. Shighat tersebut bisa disebut jj2b dan qabuil.

2) Akad dengan Perbuatan
Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan
perbuatan yang menunjukkan saling meridloi, misalnya penjual
memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum
terjadi di zaman sekarang,

3) Akad dengan Isyarat
Bagi orang yang mampu berbicara, tidak diperkenankan akad dengan
isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi

mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika

3 Rachmat Syafei, Figh Mu'amalah, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), 46.
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tulisannya bagus dianjurkan memakai tulisan. Hal itu dibolehkan apabila
ia cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir ia harus berusaha untuk tidak
menggunakan isyarat.
4) Akad dengan Tulisan
Dibolehkan akad dengan tulisan baik bagi orang yang mampu berbicara
ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan
dapat dipahami oleh keduanya.
Di dalam konsep ijarah sendiri telah di jelaskan bahwa Islam
telah mensyariatkan adanya ikatan perjanjian kerja dan di dalam
perjanjian kerja tersebut harus memenuhi syarat syarat dalam melakukan

ljarah.
Untuk sahnya jjarah diperlukan syarat sebagai berikut:

a) Adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Jika salah
satu pihak ada yang di paksa maka Jjarah tidak sah

b) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan,
sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Hendaklah barang yang
menjadi transaksi (akad) dapat di manfaatkan kegunaannya menurut
kriteria, realita dan syara’

c) Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya

(manfaat)
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d) Obyek akad itu sesuatu yang halal atau yang tidak diharamkan, ini
berarti bahwa agama tidak memperbolehkan sewa menyewa terhadap
sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti menyewakan rumah
untuk maksiat.

Dalam praktek jasa penggilingan padi di Desa Prasung
Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ini akad (Z/ab dan Qabul) yang
terjadi di dilakukan melalui ucapan yang dilakukan antara penyewa
penggilingan padi (tukang giling padi) dengan petani.

Menurut penulis, jjab qabul yang dilakukan dalam praktek jasa
penggilingan padi di desa Prasung tidak ada penyimpangan dari hukum
islam "karena sudah jelas bahwa daiam pelaksanaan jjab qabul itu
menunjukkan kerelaan (keridloan) karena adat kebiasaan daerah
setempat. Hal itu dapat diketahui melalui jjab gabil yang dilakukan oleh
tukang giling padi dan petani. Sebagaimana firman Allah dalam surat

An-Nisa’ ayat 29:

AP G 5% 5,88 O vy ol oe oKk 16t y T o i g

p)
°

(Y‘\)Li@éé@aﬁtf;;rxnw’f“fg&%jyﬁig

‘Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamuy, ”*

4 Depag RI, A-Qur‘an Terjemah Indonesia, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 150.



59

2. Analisis tentang cara menentukan pembayaran harga jasa penggilingan
Sebagaimana data yang penulis paparkan pada bab III bahwa
setelah penentuan harga barang (padi) yang telah disepakati oleh
mustajir (petani) dan mujjir (penggiling padi), mustajir langsung
membayarkannya pada hari dan saat itu juga dan mu’jir mengambil dua
upah dari jasa penggilingan padi sekaligus yaitu berupa uang yang
dibayarkan dan pengambilan dedek. Kemudian dedak tersebut dijual

kembali kepada para musta’jir.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Figh Sunnah di jelaskan
bahwa orang yang menyewakan (Mu’ajjir) berhak menerima upahnya
ketika :°

1) Selesai bekerja, maksudnya adalah ketika pekerjaan yang diterima oleh
mu’ajjir telah selesai dilaksanakan maka mu’ajjirberhak untuk menerima
upahnya, hal ini berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu

Majah, bahwasanya Nabi saw. Bersabda ;

e Gad O g at s st g e o i J2 06 22 ez

z

Artinya : ‘“Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda
Rasulullah saw: berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum
kering keringatnya” (H.R Ibnu Majah).®

° Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki (bandung, al maarif,1987), 21.
® Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibn Majjah, (Beirut, Dar Al Fikr, tt), 709.
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2) Mengalirmya manfaat, jika jjarah untuk barang

3)

4)

Apabila terdapat kerusakan pada ‘ain (barang) sebelum
dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, jjarah
menjadi batal.

Memungkinkan mengalimya manfaat jika masanya berlangsung, ia
mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi
keseluruhanya.

Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah
pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa daiam
cara pembayaran dengan ongkos (uang) dan dedek dengan mengambil
upah setengah atau seperempat tepung (dedek)nya tidak sah (fzsid)
menurut hukum Islam karena kadar tepung dan dedak tidak diketahui
secara pasti. Maka pembayaran harus dengan upah yang sepadan (Ajrun
Misl)). Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni
bahwa Rasulullah SAW melarang seperti dalam hadis yang artinya:
Analisis terhadap penawarkan harga jasa penggilingan padi

Berdasarkan data pada bab yang lalu, penawaran harga dilakukan,
oleh tukang giling dengan harga 1 sak atau 50 kilo padi dihargai dengan
harga Rp. 8.000; dengan perolehan beras sebanyak 30 kilo, kemudian

dedaknya perkilo dihargai dengan Rp. 2.000;. Setelah tukang giling padi
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memperoleh padi dari beberapa petani, langkah selanjutnya adalah

menawarkan dedak (tepung) tersebut kepada petani untuk dibuat

makanan ternaknya, sedangkan dedak yang kasar dibuat bahan bakar’.
Bentuk-bentuk Jjjarah (Upah atau wjrah) dapat diklasifikasikan
menjadi dva yaitu :

a) Upah yang telah disebutkan (Ajrun Musamma) itu syaratnya ketika
disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang
bertransaksi.

b) Upah yang sepadan (Ajrun Misli) adalah upah yang sepadan dengan
kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad
[jarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Upah Misli ditentukan dengan dua hal:

1. Adanya manfaat yang sepadan (adil) dalam hal yang disewa

2. Adanya waktu dan tempat sewa menyewa, karena sewa menyewa
dapat berubah dengan adanya pekerjaan, waktu dan tempat
(penolakan dari pihak yang memilih dalam hal sewa yang rusak) ,
sedangkan ketika persewaan pekerja terjadi kegagalan (rusak), maka
seorang pekerja berhak mendapatkan upah sesuai dengan apa yang
sudah ia kerjakan dengan upah yang diketahui antara orang yang

bersangkutan (orang yang menyewa dan pekerja yang disewa).

7 Ali suwoto dan Ahmad Khusaeri, Wawancara, 12 Januari 2011
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ljarah ditentukan sesuai apa yang telah diakadkan, bila
diwajibkan adanya uang maka harus uang tersebut sesuai dengan mata
uang negara.apabila rusak (gagal), maka muncul adanya denda dengan
cara membayar upah sesuai dengan kebiasan yang berlaku di negara itu®.

Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut
harus dinyatakan secara jelas, dan hal itu sudah menjadi kesepakatan
ulama akan tetapi ulama Malikiyah menetapkan keabsahan jjarah
tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui
berdasarkan adat kebiasaan.

Adat kebiasaan suatu tempat berlaku bahwa dalam perjanjian
tertentu upah dibayar dalam waktu selesai melakukan pekerjaan, dan
pengambilan tepung sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku, maka
itu di pandang sebagai syarat yang di adakan pada waktu perjanjian

dilaksanakan.

Mengenai adat kebiasaan di pandang sebagai syarat itu kaidah

figh Islam menyatakan:

fo% . nol&ito *e 1
G525 a8 Lundli

8 Syeikh Abdullah Ibn Muhammad, Qolaid Al-Kharait Wa Farait Al-Fawaid Baqusairy Al-Hadramy
(Beirut : ), Jus I, 564.
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Artinya “Adat kebiasaan yang di kenal menurut adat kebiasaan
berkedudukan seperti persyaratan menurut syara’®

Dari analisis di atas dapat di simpulkan bahwa penctapan upah
atau jasa yang di berikan kepada petani di per bolehkan karena menjadi

adat kebiasaan daerah setempat.

Dari keterangan tersebut jika di tinjau dari hukum Islam dari
keterangan diatas maka analisis menurut hukum Islam adalah tidak ada
yang menyalahi, dikarenakan di dalam praktek antara keduanya telah

sepakat menerima ketentuan bersama.

Dari analisis di atas dapat di simpulkan bahwasanya pembayaran
upah penggiling padi dilakukan setelah melakukan pekerjaan yang
berlangsung, namun dalam prakteknya ada pengambilan manfaat dari
pekerjaannya yang memungkinkan adanya ketidakrelaan petani. hal
tersebut tidak di perbolehkan. Dalam hukum praktek jasa penggilingan
padi di bolehkan karena dalam praktek tersebut tidak keluar dari syarat-
syarat dan rukun jjarah dalam Islam. Jadi boleh saja karena dalam hal

tersebut banyak unsur-unsur yang dirugikan antara petani dengan tukang

giling.

® Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Dan Syirkah(Bandung, Al Maarif,
1987) hal 28



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam
penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas
beberapa masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah
sebagai berikut:

1. Praktek jasa penggilingan padi di Desa Prasung Kecamatan Buduran
Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan menggunakan akad upah (ujrah)
Pembayaran  upah. penggiling padi dilakukan - setelah  melakukakan
pekerjaan. Dalam prakteknya selain mendapatkan upah, penggiling padi
mendapatkan tepung sisa hasil penggilingan. Padahal semestinya tepung
tersebut bukan hak milik penggiling padi tetapi pemilik petani. Praktek
jasa penggilingan padi di Desa Prasung tersebut sudah menjadi adat
kebiasaan.

2. Dari analisis hukum Islam terhadap praktek jasa penggilingan padi
tersebut dibolehkan karena dalam praktek tersebut tidak keluar dari

syarat-syarat dan rukun ujrah dalam Islam.
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B. Saran-saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan penulis dengan
harapan dapat dijadikan pertimbangan oleh para petani dan Penggiling padi

yaitu:

a. Sebagai upaya menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat
hendaknya antara pemilik padi dan penggiling padi memenuhi
kesepakatan yang telah disepakati bukan salah satu pihak yang
dirugikan.

b. Sebagai upaya keutuhan prinsip Syari’ah, penggiling padi
seharysnya mengambil upah dari jasa penggilingannya saja, dan
tepung seharusnya menjadi pemilik padi atau petani yang

menggiling padi.
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